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ABSTRACT

Industrial development will incrense substantinlly in PEEITA VI [.”w iH\Ih-lnill‘\ill; '\'n"nll'Flﬂ\'vlnpllnlvul
Plan) 19941999, This industiinlization process e very wvl! |un_nllm “ I‘lt :n!ht I.i (0 Illt"- f\.rlulnl Y In
the torm of pollution, 1o almost all sectors of our Hie, 1 tlul'u' IS o signitiennt ”I‘!I‘”l'“" [ '.‘ ‘lt\“l'lllﬂll'nl.
it must be accompanied with an analysis of envirommental impact (ANI h.\l ) |‘|l|" st Wil fndienne
the negative impact and positive impact oF pacticutir netivity sothat stopscan e prepared i orde
10 :1hniv the negative impaet, Basically, there i no .\%l““'l’:l'fl"l' i ""“'“"‘“"“'f"“" (npiet nnalysis ean
absolutely abate negative impacts of industeial netivities, I.hu.‘., the purpese o (his aetelo I o iwwor
a question: how far is the effectiveness ol environmen(al 1|m|m{‘l analysis (o abate e possibilites of
industrial pollution? Based on the arguments presented n ‘I.hha tiele, the author h.m come 1o :ln'
conclusion that AMDAL, il"it s tightly applied, ean be aneffeetive ool to abate the futare Tndust ol

pollution.

I. PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya jumlah penduduk perkotaan, semakin besae pula masalah
lingkungan hidup perkotaan yang akan dihadapi, Kenaikan jumtah penduduk di- porkotaan
ini erat kaitannya dengan pesatnya industrinlisasi, Industrinlisasi, yang berlangsung dalam
proses pembangunan, pada hakekatnya merupakan upnya untuk moeningkatkan
pemanfaatan berbagai faktor, misalnya sumber alam, Keahlinn manusia, modal, dan
teknologi, secara berkesinambungan, Semakin banyak kebutuhan masyaeakat, semakin
banyak kegiatan industri yang berlangsungs sehingga, semakin besar pula cekanan untuk
meningkatkan pemantaatan faktor-faktor tersebut,

Dalam kaitan itu, pada dasarnya, industrialisasi adalah sebuah dilema, Di satu pihak,
pembangunan industi ini amat diperlukan untuk meningkatkan penyedinan barang dan
Jasa yang sangat diperlukan oleh masyarakat, untuk memperluas kesempatan kerju, dun
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stk meningkatkan devisa negara nielalui ekspor. DI lain pihak, industrialisasi juga
mempunyai dampak negatif, khususnya ditinjan dari kepentingan pelestarian fungsi
lingkungan hidup dan sumber alam.

Dalam Garis-paris Besar Haluan Negara (GHHN) dan Rencana Pembangunan Lima
Tahun (Repelita), kelestarian fungsi lingkungan sangat diperhatikan, bahkan, dijadikan
scbagai {alsafah pembangunan nasional Indonesia. Pelaksinaan pembangunan tidak hanya
mengacy pada peningkatan kesejahicraan dan pemerataan pembangunan, letapi jug
mengacu pada lingkungan hidop yang baik dan schat. Dalam upaya mengacu pada
lingkungan hidup tersebut, salah sate masalah yang dibadapi adalah persepsi tentang
ukuran nilai-nilai lingkungan hidup yang ingin dicapai.

Perscpsi ukuran umuk menilai kernsakan dan pencemaran lingkungan hidup sering
berbeda dani satu golongan masyarakat ke golongan masyarakat lain, dari-satu waktu ke
waktu yang lain, dan dari satw lokasi ke lokasi yang lain. Untk menyamakan persepsi
itu berbagai upaya telah dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat sesuai dengan
norma-norma pembangunan (industri) yang berwawasan lingkungan,

Upaya penting untuk mencapai kesepakatan tentang ukuran mutu lingkungan  hidup
adalah ditetapkannya baku mutu lingkungan (BML). Penctapan ukuran-ukuran tersebut
memerlukan partisipasi masyarakat luas, meliputi aparatur pemerintehan, lembaga swadaya
masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat lainnya, Baku mutu lingkungan yang
disepakati ini merupakan salah satw pegangan penting yang menunjukkan kebuiuhan
masyarakat akan mute lingkungan yang layak.

BML merupakan ukuran mutu yang minimal bagi suutu lingkungan hidup agar
mampu mendukung perikehidupan di dalamnya. Dalam BML ditetapkan kritcria kualitas
lingkungan hidup dan kualitas buangan atau limbah. Kriteria dan pembakuan ini dapat
oerbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata
gunanya, Demikian pula perubahan keadasn lingkungan sctempat serta pengembangan
teknologi akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan yung telah ditetapkan, Adanya
penetapan BML diharapkan akan dapat membantu pengusiaha mengarahkan pilihan
teknologi dun pemantaatan modal, serta memperhitungkan dampak negatif dari kegiatan
industrinya, Walaupun demikian, pembangunan industri yang berusaha untuk melestarikan
fungsi tingkungan hidup tersebut masih menghadapi berbagai hambatan dalam
pelaksanaannya di lapangan. Salah satu hambatan yang sangat dirasakan adalah, karena
adanya perbedaan pengertian antara pare pengusaba industri dan masyarakat konsumen
tentang keserasian antara perkembangan pembangunan industri dan kelestarian fungsi
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Kedua bentuk tersebut mempunyai keluasan dampak lingkungan yang berbeda.
Bentuk pertama lebih berhubungan dengan perusakan su mber alam dan media lingkungan.
Bentuk kedua lebih banyak berhubungan dengan pembuangan kembali limbah ke alam,
baik itu berupa sisa-sisa bahan baku maupun ¢jsa-sisa bahan kimia pembantu yang tidak
terpakai. Keduanya mempunyai pola pengelolaan lingkungan yang berbeda dalam upaya
mengurangi dampak negatifnya dan meningkatkan, manfaatnya.

Dalam pengelolaan industri, tahap perencanaan investasi merupakan tahap awal yang

penting, karena menyangkut jenis produk yang akan dihasilkan, bahan baku dan bahan

penolong yang akan digunﬂkan,l serta limbah yang akan dihasitkan. Sebagaimana diketahui
dalam kegiatan industri masalah pengelolaan Timbah amat penting artinya bagi
kelangsungan industri yang bersangkutan dan kelcstarian fungsi lingkungan hidup.

. SeLnakm tinggi kegiatan produksi atau pertumbuhan industri, semakin tinggi pula
m i En v terhs : . .
pak negatifnya terhadap lingkungan hidup, baik berupa kerusakan maupun
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pencemaran, Di samping itu, pemusatan kegiatan industri di suatu tempat yang tidak layak,

sangat berperanan dnfam menurunkan kualitas lingkungan hidup sehingga tidak sesuai

lagi bagi perantukkannya,

Untuk mengantisipasi risiko-risiko yang timbul akibat kegiatan industri tersebut, oleh
Pemerintah Republik Indonesia telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
1986, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993,
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut
merupakan peraturan pelaksana Pasal 16 UULH, yang menyatakan bahwa setiap rencana
(kegiatan industri) yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan
wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang
pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

II. PERMASALAHAN

Dari uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa perkembangan industri di Indonesia,
khususnya di dacrah perkotaan, tumbuh sangat pesat, Keadaan tersebut telah menimbulkan
dilc.ma, karcna di satu pihak kegiatan industri tersebut sangat diperlukan bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat, tetapi di lain pihak industrialisasi juga mempunyai dampak negatif,
khususnya ditinjau dari kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam.

Untuk menghilangkan dilema tersebut, maka diperlukan suatu studi kelﬁyak'an
lingkungan untuk menilai dampak positif dan negatif yang timbul dari kegiatan industri
terhadap lingkungan. Dengan demikian dampak positifnya dapat dikembangkan, dan
dampak negatifnya dapat dikurangi atau dicegah. Instrumen penilai yang diperlukan
tersebut adalah sebuah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang telah
diatur dalam PP No. 51 Tahun 1993.

Dengan demikian beberapa masalah yang timbul dari suatu analisis mengenai dampak
lingkungan adalah sebagai berikut: '

1. Apaksh AMDAL benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen pengaman dalam
mencegah terjadinya pencemaran lingkungan?

2. Bagaimana penegakan hukumnya apabila terjadi pelanggaran ketentuan AMDAL?

3, Siapakah yang harus bertanggung jawab dan bagaimana bentuk
pertanggungjawabannya, apabila terjadi pencemaran lingkungan akibat kegiatan
industri?
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orang-orang setcmpat yang berpengalamun dan memiliki ilmu pengetahuan tentang
AMDAL, serta kurangnya data dan teknologi yang memadai juga menjadi faktor penentu
kegagalan AMDAL,

Untuk mengatasi kurangnya pengetahuan dalam penyusunan AMDAL, Daud Silalahi
(1992) mengemukakan bahwa Pusat Studi Lingkungan yang terdapat di berbagai
universitas di dacrah diharapkan dapat membantu penyusunan AMDAL.

Menurut Arman Hakim (1992), AMDAL adalah suatu alat penting yang secara aman
melindungi lingkungan, dan kecfcktivan AMDAL sangat bergantung pada institusi dan
prosedur kerjanya. Untuk itu, undang-undang scharusnya tidak hanya mengatur tentang

sistem AMDAL, tetapi juga menyebutkan bidang-bidang dan jenis proyek serta kegiatzin-
kegiatannya. Tentang efektivitas yang dikemukakan oleh Arman Hakim tersebut, pada
dasarnya, telah diatur dalam peraturan pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah
No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Menurut hemat penulis untuk mengetahui efektivitas dari sebuah peraturan dapat
digunakan 2 tolok ukur. Pertama, suatu peraturan dikatakan efektif apabila telah
menimbulkan dampak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai peraturan tersebut; dan
kedua, peraturan tersebut dikatakan efektif apabila sudah dilaksanakan secara formal.

Dalam kaitannya dengan AMDAL, pelaksanaan secara formal sudah dapat dianggap
efekrtif.

Terdapat beberapa pengertian mendasar yang harus dijelaskan terlebih dahulu untuk
menyamakan persepsi dalam menganalisis permasalahan, Beberapa pengertian di bawah

ini didasarkan pada PP No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan.

Adapun yang dimaksud KA adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan
yang merupakan hasil pelingkupan. Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal-
hal penting yang berkaitan-dengan dampak penting, sedangkan dampak penting adalah
perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau
kegiatan. ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting
suatu rencana usaha atau kegiatan. RKL adalah dokumen yang mengandung upaya
penanganan dampak penting terhadap lingkungan, sedangkan RPL adalah dokumen yang
mengandung upaya pemantavan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak
penting akibat rencana usaha atan kegiatan.

Pada dasarnya semua kegiatan industri menimbulkan dampak terhadap lingkungan
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Rerdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terinci dampak negatif dan
dampak positif yang timbul dari usaha atau kegiatan industri, sehingga sejak dini telah
dapat dipersiapkan langkah-langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan
mengembangkan dampak positifnya.

Dalam studi AMDAL perlu ditelaah dan dievaluasi alternatif lain dari kegiatan industri
yang dinilai lebih layak baik dari segi lingkungan, teknis maupun ekonomis. Pada
umumnya dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri tidak berdiri sendiri,
tetapi satu sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungan. Untuk itu penting untuk

memperhatikan akibatnya pada masing-masing komponen lingkungan.

IV. ANALISIS EFEKTIVITAS AMDAL

A. AMDAL dalam Kegiatan Industri

Dalam penyusunan dekumen AMDAL, banyak pihu.k yang dilibatkan yang
merupakan sebuah komisi, disebut komist AMDAL. Komisi AMDAL dibedakan
menjudi Komisi AMDAL Pusal yang diketuai oleh pejabat eselon [ yang ditunjuk
oleh Menteri stau Pimpinan Lembaga Pemerintah non-Departemen, dan Komisi
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AMDAL Dacrah yang diketuai oleh Ketua Badan Perencana Pembangunan Dacrah
Tingkat I. Perbedaan ruang lingkup tugas kedua komisi tersebut terletak pada proyek
yang hendak didirikan, Dalam penyusunan dokumen AMDAL, pengusaha industri
yang merupakan pemrakarsa kegiatan harus menyusun dan mengajukan hasil anali:sis
mengenai dampak lingkungan dalam bentuk tertulis, serta mempresentasikannya
dalam rapat Komisi AMDAL.

Sclanjutnya, rapat Komisi AMDAL wajib mendengarkan saran dan pendapat
wakil masyarakat yang akan terkena dampak usaha atau kegiatan industri yang
bersangkutan. Apabila dipandang perlu, Komisi AMDAL dapat melakukan penelitian”
atau pengecekan keadaan di lapangan serta mengadakan konsultasi dengan pihak-
pihak tertentu. Dalam mengambil keputusan, Komisi AMDAL harus mendasarkan
pada keseimbangan pertimbangan segi teknologi, ekonomi, dan Iingkungan hidup,
baik lingkungan hidup fisik maupun nonfisik, termasuk sosial budaya.

Kegiatan industri mempunyai corak yang beraneka ragam sesuai dengan
beranekaragamnya bahan baku dan jenis hasil industri yang diminta oleh masyarakat.
Keanekaragaman jenis industri tersebut menimbulkan dampak yang beranekaragam
pula terhadap lingkungan hidup, misalnya berupa perubahan penutupan vegetasi alam,
erosi tanah dan keanekaragaman hayati, juga perubahan mutu perairan umum oleh
limbah industri, baik berupa bahan organik, logam maupun bahan kimia lainnya.

Dalam kaitan itu, dokumen AMDAL harus mencerminkan secara jelas dan tegas
wawasan lingkungan yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan suatu rencana

usaha atau kegiatan industri. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa faktor
yang harus diperhatikan:

1. Dokumen KA-ANDAL harus menampung berbagai aspirasi tentang hal-hal yang
dianggap penting untuk ditelaah dalam studi ANDAL menurut pihak-pihak yang -
terlibat;

2. Mengingat AMDAL adalah bagian dari studi kelayakan, maka dalam studi
ANDAL perlu ditelaah dan dievaluasi alternatif dari suatu rencana usaha atau
kegiatan yang dipandang layak baik dari segi lingkungan, teknis maupun
ekonomis sebagi upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang lebih
besar,;

3. Mengingat kegiatan-kegiatan industri pada umumnya mengubah lingkungan,
maka menjadi penting memperhatikan masing-masing komponen lingkungan;

4.  Pada dasarnya dampak lingkungan yang diakibatkan oleh suatu rencana usaha
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2. Lingkup wilayah studi ANDAL berdasarkan beberapa pertimbangan: batas
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sumberdaya yang tersedia (dana dan waktu),

Dalam pelaksanaan kegiatan industri, beberapa masalah yang perlu diperhatikan
dalam penyusunan AMDAL adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikas:
dampak potensial. Kegiatan ini dimaksudkan untgk mengidentifikasikan segenap

dampak lingkungan yang secara potensial akan timbul sebagai akibat adanya rencana
usaha atau kegiatan industri. Dalam kegiatan ini hanya diinvemtarisasi dampak
potensial yang mungkin akan timbul tanpa memperhatikan besar/kecilnya dampak,
atan penting tidaknya dampak. Identifikasi dampak potensial diperoleh dari
serangkajan hasil konsultasi dan diskusi dengan para pakar, penirakarsa, instansi yang
bertanggung jawab, masyarakat yang berkepentingan serta dilengkapi dengan hasil
pengamatan Japangan (observasi). Kedua, mengevaluasi dampak potensial. Kegiatan
evaluasi ini bertujuan untuk menghilangkan/meniadakan dampak potensial yang
dianggap tidak relevan atau tidak penting, sehingga diperoleh daftar dampak penting
yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam. Daftar dampak penting ini

disusun berdasarkan pertimbangan atas hal-hal yang dianggap penting oleh

masyarakat di sekitar rencana usaha atauw kegiatan, instansi yang bertanggungjawab,

dan para pakar, Metoda yang digunakan pada tahap ini adalah interaksi kelompok

(rapat, lokakarya, brain storming). Kegiatan identifikasi dampak penting ini terutama

dilakukan cleh pemrakarsa usaha atau pengusaha industri (ya}lg dalam hal ini dapat

diwakili oleh konsultan penyusun AMDALY).
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Ketiga, pemusatan dampak penting, Ke
mengelompokkan dampak penting y
diperoleh isu-isu pokok lingkung

LN pemusatan ini bertujuan untok
ang telah divwmuskan dri tahap sebe
e yang dapat mencerminkan
secara utuh dan lengkap perihal: (1) ke
komponen lingkung;

lumnya agar
At menggambarkan
terkaitan antara rencana atau Kegiatan dengan
: W yang mengalami perubahan mendasar (dampak penting): (2)
keterkaitan antarberbagai Komponen dampak penting yang telah dirumuskan,

Dalam pelaksanaan Kegiatan industri, lok
dalam kawasan-kawasan tertentu (Kaw
umumnya merupakan pilihan ¢

ast industri seringkali dipusatkan di
asan industet), Pemusatan seperti itu pada

Konomis yang dilakukan untuk meringankan biaya
produksi. Hal ini dapat bermanfaat d

ari segi lingkungan hidup, tetapi sebaliknya, juga
dapat menimbulkan beneana lingkug

18N yang besar, Bermanfaat, jika limbah industri

dalam lokasi yang dipusatkan ity diolah bersama-sama, schingga murah biayanya,
selain itu bahan buang;

an yang telah didaur ulang dapat pula dimantaatkan, Jika bahan
buangan industri yang besar jumlahnya itu tidak diolah lagi tetapi langsung dibuang
ke alam, maka akan menimbulkan bencana lingkungan yang besar di sekitarnya, baik
berupa tidak berfungsinya sistem pendukung kehidupan (disutility) maupun
memburuknya kesehatan manusia.

Untuk mengatasi hal itu, di mana dalam kawasan industri tersebut melibatkan
lebih dari satu instansi, telah disediakan apa yang disebut Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Terpadu (AMDAL terpadu). Penanangannya pun tidak dapat dilakukan
oleh baik Komisi Pusat maupun Komisi Daerah, tetapt harus oleh Komisi AMDAL
Terpadu yang diketuai oleh Deputi Bidang Pengembangan Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan.

Penetapan lokasi industri memang harus melalui beberapa pertimbangan.
Pertama, lokasi industri hendaknya terletak di dalam suatu ekosistem yang memiliki
kemampuan besar untuk menyerap limbah dan dampak sosial yang negatif. Kedua,
hal tersebut harus bisa dilakukan tanpa merusak fungsi lingkungan fisik dan nonfisik,
termasuk sosial budaya.

Untuk menyerasikan pertumbuhan industri dengan tuntutan-tuntutan masyarakat,
menurut Herman Haeruman (Jhantami, 1993: 15-16), beberapa cara yang dapat
ditempuh adalah (1) menempatkan industri-industri itu dalam kawasan-kawasan
khusus; (2) memberikan batas-batas maksimum bagi limbah industri yang akan
dibuang ke lingkungan alam dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk
menyerap limbah industri; (3) memilih teknologi bersih pencemaran bagi industri-
industri yang akan dibangun. .
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all dieobn dinupkan ke dnlan berbingint kebifaksinan ¢,
gan hidup. Di masa depin pestimbangan penempagay,
kepada beberapa hal lagi. seperti efisiens

air, Jalian, datn triansportasi, serti efisiens;

Cara-cant el k!
Faliiran peipeiohin linghun
ydusir perlo didasarkan
penunjang industri seperti

pe
L awilnah i

penycdiaun s
ikiu, keanckaragamin). Beberap

palam (materi, energl, ruang, wi
tikan dalam kaitannya dengan lingkup wilayah stud;

rayek, batas ckologis, batas sosial, dan hatay

pemanfiatin sumbe

hal lagt yang perin diperh
ANDAL adalah pertimbangan: batas p
[ Batas proyek adalaly ruang di may
akanstruksi, konstruksi dasn aperasi. Dari ruang rencana

ak terhadap Jingkungan di sckitarnya,

administrali 1 suaty rencana usaha atau kegiatan
akan melakukan kegiatan pr
an inilah bersumber damp

usalia ataw kegiat
{ lokasi rencana usaha atau kegiatan.

termasuk dalam hal ini alternati

Batus ckologis udalah ruang persebaran dampak dari suatu recana usaha atau
an menurut mediz transportasi limbal (air, udara) di mana proses alami yang
perlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan
mendasar. Termasuk Jalam ruang ini adalah ruang di sekitar rencana usaha atau
kegiatan yang secard ckologis memberi dampak terhadap aktivitas usaha atau

kegial

kegiatan.
Batas sosial adaleh ruang di sekita

tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial
mapan (termasuk siste dan struktur sosial), sesuai dengan proses

diperkirakan akan mengalumi

r rencana usaha atau kegiatan yang merupakan
yang mengandung norma dan nilai

tertentu yang sudah
dinamika sosial suatu kelompok masyarakat, yang
¢ akibat suatu rencana usaha atau kegiatan industri. Batas sostal

ak-pihak yang terlibat dalam studi ANDAL, mengingat
an sosial ekonomi dan

perubahan mendasa
ini sangant penting bagi pih

adanva kelompok-kelompok masyarakat yang kehidup
dasar akibat aktifitas usaha atau kegiatan.

budayanya akan mengalami perubghan men
olel suatu rencana usaha atau

Mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan

kegiatan menyebar tidak merata, maka batas sosial mencakup kelompok-kelompok

masyarakat yang terkena dampak positif dan yang terkena dampak negatif penting.

Batas administratif adalah ruang di mana masyarakat dapat secara leluasa
melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesnai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di dalam ruang tersebut. Batas ruang tersebut dapat
berupa batas administrasi pemerintahan atau batas konsesi pengelolaan sumberdaya

oleh suatu usaha atau kegiatan (misal, batas HPH, batas kuasa pertambangan).

Dengan memperhatikan batas-batas tersebut di aras  dan mempertimbangkan
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Kendala-kendala teknis yang dihadapi (dana, waktu, dan tenaga), maka akan diperoleh
ruang lingkup wilayah studi yang dituangkan dalam peta dengan skala yang memadai,
Dengan demikian, ruang lingkup wilayah studi memang bertitik tolak pada ruang
bagi rencana usaha atau kegiatan industri. Kemudian diperluas ke ruang ckosistem,
raang sosial dan ruang administratif yang lebih luas.

Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun jadual pelaksanaan usaha
atau kegiatan tahap konstruksi, jangka waktu operasi, hingga rencana waktu
pascaoperasi, disertai dengan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dimuat upaya-upaya untuk mencegah dan
menanggulangi dampak negatif serta meningkatkan dampak positif, melalui
pendekatan lingkungan secara teknologi, sosial, ekonomi, maupun institusi.

Dalam Rencana Pemantauan Lingkungan, komponen yang dipantau hanyalah
yang mengalami perubahan yang mendasar, atau mengalami dampak penting. Untuk
itu aspek-aspek yang perlu dipantau mencakup jenis data yang dikumpulkan, lokasi
pemantauan, frekuensi dan jangka waktu pemantauan, metode pengumpulan data, dan
metode analisis data,

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam kegiatan industri, AMDAL
sangat berperan dalam menentukan kemungkinan adanya dampak penting, sehingga
sejak dini sudah dapat diantisipasi dampak negatifnya dan dikembangkan dampak
positifnya. Apabila ketentuan-ketentuan tentang penyusunan dan pelaksanaan

AMDAL dipenuhi maka AMDAL dapat berfungsi sebagai instrumen pengaman
lingkungan.

B. Pelanggaran AMDAL

Pelanggaran dalam proses penyusunan AMDAL dapat dibedakan menjadi dua
jenis, pertama adalah pelanggaran formal yang terjadi karena kesalahan prosedural
yang berakibat Amdalnya dapat dibatalkan. Kedua, pelanggaran yang terjadi karena
kesalahan materiil yang berakibat Amdalnya batal demi hukum.

Untuk kasus yang pertama, AMDAL yang dibuat adalah sah dan asli tetapi
karena proses penyusunannya menyimpang dan tidak memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan, atau dengan kata lain, tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku maka
AMDAL-nya dapat dimintakan pembatalan. Dalam kasus yang demikian AMDAL-
nya asli karena disetujui oleh komisi AMDAL, tetapi palsu karena tidak mengikuti
aturan,
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aitn batad demi hokum, artinya AMDAL yang disusun

Untuk Kasus yang kedua, ¥
tidak didasarkan pada fukta-fakin atiu kondisi seberarnya di lapangan. Judi ada itikad
buruk untuk mcnycmlmnyik:m atau memanipulosi data yang ada. Dengan demikian
sejak awal penyusunaniyd AMDAIL telah cacat, sehingga dengan sendirinya dianggap

tidak pernah ada.
Dalam proses penyusunan AMDAL pihak-pilak yang terlibat adalah sebagai

berkut:

| Pemmkarsa kegiatan.

«erdiri dari: (2) seorang Ketwa, yaitu pejabat eselon [ yang

aleh Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-

aris, yang dijabat oleh Kepala Biro Perencanaan;

3 Komisi AMDAL, yang
ditunjuk oleh Menteri atau

(b) seorang sekret
situ: wakil dari departemen yang membidangi kegiatan usaha,

alam Negeri, wakil dari Kementerian Negara
ngendalian Dampak Lingkungan; wakil
dari an wakil dari Badan Pertanahan
Nasional; (d) anggota tidak t=tap, yaitu: wakil dari masyarakat yang terkena
ar yang mengetahui tentang pengelolaan lingkungan hidup

a swadaya masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses penyusunan dokumen AMDAL,
pengusaha industri sebagai pcmrakars;i kegiatan harus menyusun dan mengajukan
hasil analisis mengenai dampak lingkungan dalam bentuk tertulis, serta
mempresentasikannya dalam rapat Komisi AMDAL. Pada umumaya pengusaha
rersebut tidak dapat membuat sendiri dokumen AMDAL-nya, oleh Karena ifn ia
meminta jasa konsuitan bag pembuatan AMDAL. Untuk menjadi Konsultan
AMDAL., sesearang harus mengikutl kursus AMDAL Tipe B yang dilaksanakan

selama tujuh atau delapan minggu,
Selanjutnya, rapat Komisi AMDAL wajib mendengarkan saran” dan pendapat
ang akan terkena dampak usaha atau kegiatan industri yang

Departeimen;
(¢) anggota rctap, ¥

wakil dari Departemen D

Lingkungan Hidup: wakil dari Badan Pe

hadan Koordinasi Penanaman Medal; d

dampak; para pak
dan dampakya; dan wakil lembag

wakil masyarakat y
bersangkutan, Oleh karena itu setiap rencana usaha atau kegiatan yang perlu dibuatkan

Amdalnya wajib diumumkan oleh instansi yang bertanggung jawab agar masyarakat
dapat mengemukakan pendapat secara lisan atau tertulis kepadd Komisi AMDAL.
Bahkan, apabila dipandang perlu, Komisi AMDAL dapa mefakukan penclitian atau
pengecekan keadaan di lapangan serta mengadakan konsultasi dengan pihak-pihak

tertentu.
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Peran serta unsur-unsur masyarakat yang meliputi pakar, wakil lembaga swadeya
masyarakat (LSM), dan wakil masyarakat vang terkena dampak, dalam Komisi
AMDAL sangat diperlukan; karena dalam mengambil keputusan, Komisi AMDAL
harus mendasarkan pada kescimbangan pertimbangan seyi teknologi, ekonomi, dan
lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun nonlisik, termasuk sosial
budaya,

Pelanggaran terhadap persyaratan atay prosedur yang harus dilakukan
mengakibatkan Amdzlnya dapat dibatalkan, Pelanggaran formal semacam itu sering
terjadi, misalnya saran dari LSM agar salah sate dokumen AMDAL diperbaiki

dengan permintaan untuk diadakan rapat Komisi setelah perbatkan  tidak dipenuhi,
sehingga berakibat tuntutan ke Pengadilan,

Pada dasarnya, AMDAL merupakan dokumen yang thsyaratkan untuk
mendapatkan perijinan, Dengan kata lain, ijin usaha industri tidak mungkin diberikan
kepada pengusaha tanpa disertai dengan AMDAL. Walaupun demikian, pelanggaran
terhadap AMDAL yang menyebabkan timbulnya pencemaran dapat mengakibatkan
tuntutan administratif, perdata, dan pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Untuk itu penegakan hukum lingkungun terhadup kasus-kasus pencemaran yang
demikian perlu dilakukan, Dalam hal penanganan di lapangan, ditenikan pula kasts-

kasus prioritas yang diselesaikan secara hukum, dan pengembangan sisiem penegakan
hukumnya (Silalahi, 1992; (84).

C. Penegakan Hukum Lingkuongan

Dari keseluruhan peraturan yang meryangkut AMDAL. tidak ada satu ketentuan
pun yang mengatur tentang konsekwensi atau tanggung jawab disertai sanksi apabila
terjadi penyimpangan dalam penyusunan dan pelaksanaan AMDAL. Untuk mengatasi
hal itu, dapat dipergunakan berbagai peraturan lain sebagai upaya untuk menjatuhkan
sanks] atas pelanggaran ketentuan AMDAL. Dengan kata lain perlu diupayakan
penegakan hukumnya atas kasus pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri.
Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu datam Kaitan ini adalah
peraturen AMDAL harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut
harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan
(Mertokusumo, 1988: 134-135). Menurut hemat penulis dalam penegakan hukutn,
khususnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup, diperiukan pendekatan
interdisipliner dan multidisipliner sehingga untuk itu diperfukan pemahaman berbagai
disiplin ilmu lain yang terkait (Soemartono, 194 1: 38).
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Menurut Hardjasvemantei (1994: 390-393), dulam penegakun hukum, adg Suaty
pendapat yang kelinr yany mengatakan bahwa pencgakan hukum hanyalah melaiy]
proses di pengaditan. Di samping ity, seolah-olah penegakan hukum adaiah semgj,.
mata tanggung jiawab dari aparat penegak hukum. Padahal. sesungguhnya, Penegakan
hukum adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untyk itu,

pemabaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutfak.

Salah satu upaya untuk men gatasi hal tersebut, antara lain, meningkatkan kuglitae
sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan singkat bagi aparat penegak
hakum dan aparatur pemerintith yang akan meiaksanakan undang-undang (Silalahi,

[992; |85-186).

Pencgakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai
sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Dalam
kusus-kasus pencemaran lingkungan, jalur pertama penegakun hukum, seharusnya,
adalah julur administratif dengan sanksi administratif, yang dapat meliputi: (1)
pemberian teguran keras: (2) pembayaran vang paksaan (dwangsom); (3)
penangguhan berlakunya ijin; (4) pencabutan Hin.

Dalam berbagai kasus pencemaran, ada kecenderungan Pemerintah enggan
menjatuhkan sankst administratif karena adanya kekhawatiran bahwa hal itu dapat
menimbulkan gejolak sosial akibat ditutupnya perusahaan dan di-PHK-nya para
pekerja. Untuk itu, seharusnya pencabutan tjin adalah tindakan terakhir setelah benmk-
bentuk sanksi administratif lainnya diterapkan.

Kemungkinar: lainnya adalan sanksi perdata, yang berupa ganti kerugian kepada
penderita dan biaya pemulihan kepada negars. [ndonesia adalah negara yang
menganut prinsip pencemar membayar (poiluter pays principle). Prinsip tersebut
merupakan asas yang dianut dan diterapkan secaru konsekwen sebagai salah satu
kebijaksanaan lingkungan dan jalan keluar bagt kasus-Kasus pencemaran di negara-
negara maju yang menjadi anggota DECD.

Temang penerapan sanksi perdata tersebut, pertama-tama yang perlu diatur
adalah mengenai tata cara pengaduan oleh penderila. Hal ini penting sekait diatur,
karena dalam banyak hal penderita adalah rakyat biasa yang kurang mengetalui
bagaimana mempergunakan haknya uniwk minta ganti kerugian. Dalam tata cara
pengaduan ini perlu diatur kepada siapa penderita dupat melapor, disertai
kemungkinan pula untuk minta pihak lain guna melapor dan mengadu atis namanya.
Dalam kattannyu dengan prosedur penanggalungan kasus perusakuan dan pencemaran
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lingkungan hidup, telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan
Lingkungan Hidup (KLH) No. 03/SE/MENKLH/6/1987 yang ditujukan kepada
Menteri Dalam Negeri, Menteri kehakiman, Juksa Agung.

4 t -
Kesepa

dan Kepala Kepolisian.
katan yang diperoleh di antara para pejabut tersebut meliputi sistem pelaporan
oleh penderita dan anggota masyarakat (Soemanona, 1991 134),

Selanjutnya adalah mengenai tata cara penelitiun tentang telah terjadinya
pencemaran, Dalam tata cara penelitian ini perlu diatur mengenal tim yang harus
dibentuk untuk tiap-tiap kasus, yang terdiri dari pihak penderita atau kuasanya, pihak
pencemar atau kuasanya dan unsur pemerintah. Pembentukan tim yang merupakan
tripartite ini dimaksudkan agar sejauh mungkin diusahakan tercapainya kesepakatan
atas besarnya ganti kerugian yang harus diberikan kepada penderita setelah diteliti
tentang bentuk, jenis. dan besarnya kerugian,

Pembayaran ganti kerugian kepada penderita tidak membebaskan si pencemar
dari kewajibannya untuk membayar biaya pemulihan lingkungan vang telah rusak
atau tercemar kepada negara. Biaya ini dibayar kepudu Negura karena Negaralah yang
mempunyai kemampuan dengan fasilitas yang ada padanya untuk melakukan upaya
pemulihan yang telah rusak atau tercemar.

Sanksi terakhir adalah pidana, yang dapat meliputi pidana penjara. kurungan,
dan atau denda. Siti Sundari Rangkuti (1984: 28-29) mengemukakan bahwa sanksi
pidana bukan merupakan pemecahan utama dalam penanggulangan masalah
pencemaran lingkungan, tetapi hanya merupakan “ultimum remidium.” Menurut
beliau sanksi hukum terhadap penguasa dalam fungsinya sebagai pengelola
lingkungan adalah sanksi administratif, sedangkan sanksi pidana dapat dikenakan
kepada penguasa yang bertindak sebagai pribadi terlepas dari tugas dan
kewenangannya,

Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Rasyid Ariman yang menekankan
bahwa, pertanggungjawaban pidana terhadap perusakan atau pencemaran lingkungan
hidup dibebankan kepada orang yang melakukan delik tersebut, apabila perusahaan-
perusahaan industri yang menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan hidup,
yang bertanggung jawab adalah direksi atau pengurus-pengurus lainnya (Ariman,
1989: 29).

Penjatuhan sanksi pidana ini dibedakan atas kesengajaaan dan kelalaian., Artinya,
apabila perbuatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan tersebut dilakukan
dengan sengaja maka ancamannya adalah pidana penjara maksimal sepuluh tahun
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ak-hanyaknyil Rp. 100K0.000,-. Tetapi apabilin pencemargy
aian maka ancamnnya adalib pidana kurunga,

atan denda sebanyak-banyiknya Rp. LE00.000..,

Jan atau denda sebany
rersebat difakukan karena kelal

«elama-lamanya sty tahun dan

Dari oraian di atas, yang perhi mendapat p'crllliuiu'n. :ldzllsll?. dalam penegakan
hukum lingkungan ketiga sanksi yaitu sanksi :1dm|n|.utr::ul" h:ill]k.%l perdata, dan'ssmksi
pidana dapat dijatahkan sceara bcrsum:l-.-;:nn‘:l (kumulatif). Beratnya s:tlnkm yang
Jiterima olch pibak-pihak yang bertanggung jawab dafam pCflC(:'mFll'im lingkungan
wersebut diharapkan dapat mengurangi m:m'mcnckun Icr_jildll'l'yil pencemaran
lingkungan baik yang dischabkan karena kelalaian maupun yang dilakukan dengan

seagaja.

Siktor lain yang sang

at penting dalam penegakan bukum adaluh masalah
Selama ini ukuran tefah terjadinya pencemirin di Indonesia adalah baku

pembuktian. e ' '
mutu ambien, yailll pencemirdn didasarkan pada kondisi lingkungan hidup, Artinya
apabila kualitas lingkungan hidup tidak sesuai lugi dengan peruntirkkannya maka
dinilai telah terjadi peneemaran, Hal ini menimbulkan kesukaran untuk menelusuri
siapa yang menceniirkan lingkungan karena sumber pencemaran arr m:su.lnya.dupa-t
berupa limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga, (J‘ill'l lmn-!am: Di
negari lain, peneemaran dikaitkan deagan buku mutu efluen atau cntist, schingga siapa
pun yang melampaoi ambang batas emisi, dialub yang mencemarkan. Hal ini tentu
memudahkan dalam masalah pembuktian. Olch karena i, dalam penyusunan

AMDAL perlu dipertimbangkan penggunaan baku mutu clluen.

PENUTUP

A. Kesimpulan .

Dari hasil analisis tentang efektivitas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) sebagai instrumen pengaman lingkungan datam era industrialisasi dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

), Kegiatan industri tidak sclamanya meaghasilkan dampak positif bahkan
seringkali menimbulkan dampak negatif, khususnya terhadap fungsi lingkungan
hidup. Untuk ilu diperlukan suatu studi kelayakan lingkungan yang mampu
menilai kedua dampak ersebut, sehingga dampak positifnya dikembangkan dan
dampak negatifnya dikurangi atau dihilangkan.

2. Setiap kegiatan (industri) yang diperkirakan mempunyai dampak penting wajib
difengkapi dengan analisis mengenai dampak (ingkungan (AMDAL); kriteria
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penting tdaknya suat dampak ditentukan berdasarkan st peraturan, bukan
dichasarkan pada pendapat pribadi agu pendapat para pihak,
3. AMDAL melakukan analisis lingkungan dari segala aspek secara menyeluruh,
sehingga timbulnya dampak lingkungan akibat kegiatan industri dapat

diantisipasi sedini mungkin; dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang ada,di
dalam AMDAL adalaly efekiir sebagai instrumen pengaman lingkungan,
4. Analisis mengenai dampak lingkungin, sehagai studi kelayakan lingkungan,
hanya dapat berfungsi sebagai instrumen pengaman lingkungan sejauh pihak-

pihak yang terlibat dalam penyusumannya mengikati segala ketentuan yang
berlaku, '

5. Bentuk-bentuk penyeleweng;
menjadi- dua, y
AMDAL-ny;

- datam penyusunan AMDAL dapat dibedakan
it (1) kesalahan yang erjadi seeara prosedural, sehingga

vastitetapi palsu (aspal): (2) kesalahan materiil, yang dapat terjadi

Karena pemrakarsa sengaja memanipulusi data agar AMDAL-nya disetujui, atan

pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan AMDAL sengaj

4 menyesatkan
untuk kepentingan pribadi (mencari untung).

0. Indonesia menganut prinsip pencemar membayar atau “polluter pays principle™,
artinya pihak pencemarlah yang Karena kesalahannya harus bertanggung jawab,

Sanksi-sanksi bagi pihak-pihak yung terbukti bertanggung jawab dalam kasus
pencemaran lingkungan dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan
sunksi pidana, yang kcsci}ulullyu dapat diberlakukan seeara kumulatif, Beratnya
sanksi tersebut diharapkan dapat mendorong pihak pencemar berpikir dua kali
sebelum melakukan pencemaran, baik disengaja atau lalai,

B. Saran

Beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas AMDAL
sebagai instrumen pengaman lingkungan, Khususnya dalam era industrialisasi adalah
sebagai berikut;

I Meskipun dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup telah diaturtentang sanksi

yang dapat dijawhkan kepada pihak pencemar, sebaiknya di dalam peraturan
tentang AMDAL juga disebutkan secara tegas tentang “konsekuensi™ yang dapat

timbul apabila terjadi pelanggaran ketentuan AMDAL, Khususnya yang dilakukan
dengan sengaja.
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Perlu adanya peningkatan kualitas bagi para konsultan pembuat dokumey,
AMDAL, bila perlu diadakan ujinn negara bagi para peserta kursus, baik kursyg
AMDAL Tipe A, Tipe B, atau Penilai; schingga terdapat kesamaan standar,

[ £

Dalam penegakan hukum lingkungan, para pencgak hukum polisi, jaksa, dan
hakim hendaknya dibekali dengan pengetahuan yany memadai tentang
pemahaman AMDAL, dapal melalui penataran, seminar, atau lokakarya,

Tad

4. Dalam cra industrialisasi, Baku Mutn Lingkungan (BML) sebagai ukuran telah
terjadinya pencemaran di Indonesia seharusnya didasarkan pada kualitas buangan
atau limbah dan bukan pada kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian sistem
yang sekarang berlaku, yaitu baku mutu ambien, hendaknya diubah menjadi baku
muty efluen, untuk lebih memudahkan pembuktian.
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